WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMATAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 9¢ TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BIDANG PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksaan
penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi penyelenggara
palayanan  publik, maka perlu disusun mekanisme
penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin,;
bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 69 Tahun
2018 tentang standar pelayanan bidang perizinan pada dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin, perlu dirubah dan disesuaikan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi dan
berkesinambungan dalam pemenuhan harapan dan tuntunan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a
dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5357);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 191

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Negara Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018
TentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan PTSP;

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2009
tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarnasin (Lembaran
daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);

17. Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang
penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin,
(Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 39);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

19. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 tahun 2019
tentang penambahan kewenangan Pelayanan Perizinan & Non
Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota BanjarmasinPeraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang
Pelayanan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas



ad

10.

i

12.

13.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu Dinas yang memiliki
tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di
daerah dengan sistem satu pintu.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label
dan lain-lain yang sejenis.

Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan
non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu
pintu.

Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun yang
dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh
penyelenggara pelayanan yang besarnya dan tata cara pembayarannya telah
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi Penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik,
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik.

Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP, adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.

SKPD Teknis adalah SKPD yang memiliki tugas pengawasan, pembinaan dan
evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai pedoman bagi aparatur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dan
masyarakat atau penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan
administratif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin;

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk:

a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan
perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP;

b. mwujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas;

c. mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti,
terjangkau dan tepat waktu;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Pelayanan Bidang Perizinan pada DPMPTSP (perizinan dan
non perizinan) meliputi:

a. Pelayanan Administrasi Bidang Perizinan Jasa Usaha;

b. Pelayanan AdministrasiBidang Perizinan Tertentu;

c. Pelayanan Administrasi BidangPerizinan Penanaman Modal;

BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

(1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service delivery) meliputi :

a. persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi
dalam pengurusan masing-masing jenis perizinan.

b. sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan perizinan.

c. jangka waktu pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis perizinan.
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biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari setiap jenis perizinan.
produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berupa dokumen
perizinan.

penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

(2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan diinternal organisasi (manufacturing)meliputi :

a.

b.

dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan masing-masing jenis perizinan.

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.

. kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
pengawasan internal, adalah system pengendalian internal dan pengawasan
langsung yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.

jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana untuk masing-masing jenis
pelayanan perizinan sesuai dengan beban kerja.

Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan Standar Pelayanan.

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan
keragu-raguan.

. evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa

jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

(3) Uraian Komponen Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB V
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 6

(1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan Kepala DPMPTSP wajib menyusun dan
menetapkan Maklumat Pelayanan.

(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan
pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban DPMPTSP

(3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai

dengan Standar pelayanan;

b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan

melakukan perbaikan secara terus menerus;

c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan

konpensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
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Petugas Penyerahan SK

Pengawasan Internal

ol el

Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung
hingga Kepala Dinas

Asisten Setda Kota Banjarmasin

Inspektorat Kota Banjarmasin

. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

Jumlah Pelaksana

(tujuh) orang

Jaminan Pelayanan

=N v

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk
layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di
bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang santun,
terampil, cepat dan tepat

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
Adanya jaminan bebas dari Praktek KKN / Pungli

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan

o =

Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan
kertas khusus ber Kop Pemko Banjarmasin

2. Dokumen dibubuhi tanda tangan, cap basah, dan
dibarcode / QR Code sehingga dijamin keasliannya.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
kinerja dan kedisiplinan

WALIKOTA BANJARMASIN,

\4‘__‘,

IBNU SINA




